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5.NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA PERPRES INVESTASI DAN 
   MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA 

Oleh : Anang Dony Irawan, S.H.,MH.
Universitas Muhammadiyah Surabaya, anank_afni@yahoo.co.id

Latar Belakang Masalah
Arus globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan dan investasi tidak menutup 
kemungkinan terjadinya penanaman modal asing yang kemudian juga akan 
diiringi bertambahnya jumlah Tenaga Kerja Asing  yang masuk ke suatu Negara 
dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan. Hal ini oleh Pemerintah 
ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan 
kerja melalui peningkatan investasi. Indonesia yang merupakan bagian dari 
komunitas perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO), ACFTA 
(ASEAN-China Free Trade Area), dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), 
masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia tidaklah dapat dihindari atau ditolak.

Hadirnya tenaga kerja asing bukanlah sebuah fenomena yang baru saat ini. 
Bila dilihat dari perjalanan perkembangannya, penggunaan tenaga kerja asing di 
Indonesia telah mengalami perubahan sesuai perjalanan waktu. Kalau ditinjau 
dari aspek hukum ketenagakerjaan, pengaturan mengenai tenaga kerja asing 
pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang 
layak bagi tenaga kerja Indonesia di berbagai lapangan dan level dalam rangka 
alih ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge and technology).

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, 
maka diperlukan adanya pengaturan prosedur yang ketat mulai dari seleksi, 
perizinan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di 
Indonesia. Hal ini bertujuan agar terbukanya kesempatan kerja bagi warga 
Indonesia dan mengurangi dominasi tenaga kerja asing. Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII Pasal 42 sampai 49 
menjadi acuan dasar dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. 
Dan ditambah dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksananya. Termasuk 
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2018 dan diundangkan 
tanggal 29 Maret 2018 dan mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
diundangkan.
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Rumusan Masalah
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui arti penting diterbitkannya 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya  mendukung 
perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan 
investasi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya 
permasalahan yang ada mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, 
maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 

”Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing, Antara Investasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia”.

Tinjauan Pustaka
Sebagai upaya mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan 
kerja melalui peningkatan investasi melahirkan penanaman modal asing. 
Investasi asing langsung merupakan suatu kegiatan kewirausahaan dengan cara 
menanamkan modal berjangka panjang. Investasi langsung juga dapat dianggap 
sebagai pembayaran dengan tujuan menanamkan aktiva agar tercipta hubungan 
ekonomi yang permanen (Mufarrijul Ikhwan, 2006).

Banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia bila dilihat dari kondisi 
ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya ada dua permasalahan dasar. Pertama, 
terjadinya kelebihan  tenaga kasar, tenaga non ahli yang tingkat pendidikannya 
rendah. Kedua, sedikit atau terbatasnya persediaan atau permintaan tenaga 
ahli. Biasanya untuk yang posisi demikian ini selalu diduduki tenaga kerja yang 
memiliki tingkat pendidikannya tinggi (Adrian Sutedi, 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 angka 13 memberikan 
definisi bahwa ”Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa 
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Undang-Undang Ketenagakerjaan 
memberikan batasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dimana setiap 
pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis 
dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Diatur pula pemberi kerja 
perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing. Tenaga Kerja Asing dapat 
dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan 
tertentu dan waktu tertentu (Maimun, 2004).

Tujuan adanya penggunaan tenaga kerja asing ialah untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional dibidang tertentu yang 
belum dapat terpenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Maka diperlukan warga 
negara Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk dipekerjakan untuk alih 
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat (1) huruf a UU 
No. 13/2003). 

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis 
menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. 
Pendampingan tersebut lebih ditikberatkan pada alih teknologi dan alih 
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keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan 
sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang 
didampinginya (Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No. 13/2003).

Analisa dan Pembahasan
Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa menghindari masuknya 
investasi asing. Selain untuk mengatasi terbatasnya dana domestik juga sebagai 
sarana transfer pengetahuan dan teknologi. Investasi asing juga menjadi harapan 
untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha Indonesia berkelas dunia 
dengan adanya persaingan langsung yang ketat, sehingga akan mendorong 
iklim kemajuan ekonomi di dalam negeri. 

Untuk memfasilitasi hadirnya investasi asing, sejak tahun 1967 Indonesia 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan UU 
Penanaman Modal No. 25/2007.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami kemerosotan. 
Sebagai upaya untuk mengurangi kemerosotan perekonomian nasional yang 
lebih parah dan melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah 
mengambil kebijakan peningkatan investasi untuk mendukung perekonomian 
nasional dan perluasan kesempatan kerja. Namun segala usaha harus 
didasarkan kepada kondisi dan kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Dengan 
upaya peningkatan investasi diharapkan bisa memanfaatkan segala potensi dari 
modal, teknologi, dan skill yang tersedia dari luar negeri. Asal investasi asing dan 
segala sesuatunya harus benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi 
rakyat Indonesia tanpa mengakibatkan ketergantungan terus menerus terhadap 
luar negeri.

Indonesia tentu tidak bisa menutup kehadiran pihak asing, baik dalam bentuk 
modal maupun tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia dengan 
adanya arus investasi. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang 
berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang 
dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya, 
termasuk penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. 
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 
angka 1). Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 
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oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU 25/2007 
Pasal 1 angka 3). 

Singkat kata, investasi dari luar dimana modal dan teknologinya juga adalah 
produksi luar negeri sudah pasti memerlukan TKA. Sebab, baik teknologi 
maupun panduan penggunaannya yang berbahasa asing, sudah lebih dulu 
familier dengan para TKA tersebut (Laode Ida, 2018). Inilah diperlukan adanya 
transfer pengetahuan dan teknologi dengan adanya investasi asing. Jangan 
sampai investasi asing mengkerdilkan tenaga kerja Indonesia yang tidak mampu 
untuk bekerja di negeri sendiri. Investasi asing hanya dapat dimanfaatkan oleh 
kalangan-kalangan tertentu saja. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, 
antara lain untuk (UU 25/2007 Ps. 3 ayat (2)) :

a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) menciptakan lapangan kerja;
c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri; dan

h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila 

faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara 
lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, 
penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, 
biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di 
bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai 
faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik 
secara signifikan (Sayidin Abdullah, 2014). 

Dengan adanya investasi asing yang masuk di Indonesia, maka terbuka 
peluang ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Sebagai 
salah satu bentuk insentif, Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modal 
berupa kemudahan bagi para investor yang usahanya menyerap banyak tenaga 
kerja (Sulistiowati, 2016). Terkadang Pemerintah lebih memperhatikan investor 
asing yang mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi 
dibanding para pekerja Indonesia. Perlu diingat, bahwa hak setiap warga negara 
untuk mendapatkan pekerjaan telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. 
Setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak 
atas pekerjaan yang ada (Pasal 27 ayat (1) UUD RIS 1950). Lalu, setiap warga 
negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang layak bagi 



TKA DAN INFESTASI

Tenaga Kerja Asing  dan kedaulatan Negara 
81

kemanusiaan (Pasal 28 ayat (1) UUDS RI 1950). Kemudian diatur pula tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

Penggunaan TKA sebetulnya bukan isu yang baru. Dalam UU Ketenagakerjaan 
sesungguhnya sudah dimunculkan. Artinya, sudah 15 tahun lalu penggunaan 
TKA secara hukum diperbolehkan (Syaiful Bakhri, 2018). Penggunaan tenaga 
kerja asing sebagaimana telah diatur dalam UU 13/2003 lebih dititikberatkan pada 
usaha untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Namun dari 
usaha itu dirasa belum mampu mendorong secara utuh dalam pencapaiannya. 
Artinya, belum adanya sanksi yang jelas apabila terjadi kegagalan dalam alih 
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.

Apabila pengusaha yang menggunakan TKA sebagai tenaga ahli di 
perusahaannya dan tidak ada alih teknologi maupun alih keahlian, maka tidak 
menutup kemungkinan akan tetap menggunakan TKA secara berkelanjutan 
yang dikarenakan belum adanya keahlian yang bisa diisi oleh tenaga kerja 
Indonesia. Karena dari tahun ke tahun angka yang semakin bertambah adalah 
angkatan kerja dari lulusan sekolah kejuruan yang bisa jadi menambah jumlah 
pengangguran karena keahlian mereka yang terbatas.

Kesimpulan – Rekomendasi
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sebagai upaya  mendukung 
perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan 
investasi. Karena Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa menghindar 
dari arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Tentu banyak negara-
negara yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Inilah yang membuat 
investor asing mempunyai posisi tawar yang tinggi bila dibanding dengan pekerja 
Indonesia. Disinilah peran Pemerintah harus bisa melindungi warga negaranya 
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi.

Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 20 
tahun 2018. Perlu diatur sanksi yang tegas apabila pengguna tenaga kerja 
asing gagal melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI. 
Karena tidak mungkin apabila hal itu gagal dilakukan, pengguna TKA akan terus 
menggunakan TKA dan TKI tidak akan menjadi tenaga profesional di negaranya 
sendiri. Perlindungan tenaga kerja lokal mutlak dilakukan dalam penyusunan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai pelaksana Perpres No. 20 tahun 2018 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pengganti Perpres No. 72 
Tahun 2014.
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